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Abstract

The purpose of this study was to describe the position of school supervisors in Government
regulations 57/2021. Thus, the research question posed is how is the position of school
supervisors in Government regulations 57/2021? This study uses a qualitative aPeraturan
Pemerintah roach with the type of literature study research. The primary data source in this
study is Government Regulation number 57 of 2021. This study uses documentation
techniques to collect data on the position of school supervisors in Government regulations
57 of 2021. The results show that the position of school supervisors is not accommodated in
Government regulations 57 of 2021 concerning national standards. education. Thus,
considering the position of school supervisors is very central in the education gquality
assurance system. So the position of school supervisor must remain and need to be re-stated
in the revised Government Regulation 57 of 2021.

Keywords: Position; School Superintendent; Government regulations 57/2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan pengawas sekolah dalam
Peraturan Pemerintah 57/2021. Berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan yang diajukan
adalah bagaimana kedudukan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57/20217?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang jabatan
pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa jabatan pengawas sekolah tidak terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah 57 tahun
2021 tentang standar nasional. pendidikan. Dengan demikian, mengingat posisi pengawas
sekolah sangat sentral dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Sehingga kedudukan
pengawas sekolah harus tetap dan perlu diatur kembali dalam revisi Peraturan Pemerintah 57
Tahun 2021.

Kata Kunci: Jabatan; Pengawas Sekolah; Peraturan Pemerintah 57/2021

A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab pengawas adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi
akademik. Menurut (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka
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Kreditnya, 2010) tanggung jawab pengawas sekolah meliputi a) melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya dan; b)
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar dan
bimbingan peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Pengawas sekolah yang diangkat wajib memenuhi kriteria dan kompetensi hal ini
tertuang dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12
Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2007) tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki kualifikasi dan
enam kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi
supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan kompetensi
pengembangan, serta kompetensi sosial.

Sejatinya, kedudukan jabatan pengawas sudah memiliki payung hukum yang jelas,
mulai dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 2003) pasal 1
ayat 5 menerangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas fungsi pengawasan
disebutkan pada pasal 39 ayat 1 yaitu Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, 2010) dan (Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 12, 2007)

Terkait dengan peran jabatan pengawas sekolah, berikut beberapa studi yang
membuktikan pengaruh positif kehadiran pengawas di satuan pendidikan. Pertama, hasil
studi (Abunifah, 2014) bahwa peran pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu
pengelolaan sekolah yang dilakukan di sekolah menengah Kabupaten Gayo Lues
menampilkan sosok pengawas sekolah mempunyai peranan strategis meningkatkan kualitas
penyelenggaraan sekolah. Terdapat enam peranan pengawas sekolah dalam membina
sekolah, yaitu 1) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait
manajemen kurikulum serta pendidikan; 2) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan
pengawas sekolah terkait manajemen kesiswaan; 3) penerapan supervisi manajerial yang

dilakukan pengawas sekolah dalam manajemen fasilitas serta prasarana; 4) penerapan
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supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen ketenagaan; 5)
penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen
keuangan; 6) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah dalam
manajemen ikatan sekolah dengan warga; 7) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan
pengawas sekolah terkait manajemen layanan spesial.

Kedua, studi (Makmurrizal et al., 2016) tentang faktor pendukung pelaksanaan
supervisi oleh pengawas yaitu kehadiran pengawas membuat para guru termotivasi dalam
melaksanakan program pembelajaran, adanya motivasi guru untuk belajar membuat
Rperaturan Pemerintah dengan baik dan melatih berbagai metode mengajar.

Ketiga, studi (Rahyasih et al., 2020) yang mengungkap pengaruh spektrum-spektrum
pengawasan pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan kepala Sekolah. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan manajerial yang dilakukan pengawas dengan
inspeksi, kontrol dan supervisi berpengaruh positif dalam kegiatan pembinaan dan
pengembangan kepala sekolah. Hasil penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa
pengawasan manajerial dilakukan secara proporsional, terencana, terarah dan berkelanjutan.
Pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dalam kegiatan kepengawasan dengan
inspeksi, kontrol dan supervisi dalam membina dan mengembangkan kepala sekolah,
mengimplikasikan  bahwa dalam  prakteknya pengawas seyogiyanya mampu
mengombinasikan pendekatan-pendekatan tersebut dalam membina dan mengembangkan
kepala sekolah secara proporsional.

Ketentuan perundang-undangan dan hasil studi di atas menunjukkan bahwa pengawas
sekolah sebagai mata rantai atau pelaksana teknis dari penjaminan mutu pendidikan di
Indonesia. Namun, di dalam standar nasional pendidikan lebih tepatnya Peraturan Pemerintah
nomor 57 tahun 2021 tidak ditemukan jabatan pengawas sekolah sebagai pengawas di satuan
pendidikan. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait masalah ini. Maka
pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana posisi jabatan pengawas sekolah di
dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021? Dari pertanyaan penelitian tersebut
penelitian ini berjudul “Posisi Jabatan Pengawas Sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57
Tahun 2021
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B. METODE PENELITIAN

Latar belakang penelitian ini adalah respon terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah
nomor 57 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif deskriptif dengan jenis
penelitian kajian kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keberadaan jabatan
pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021.

Sumber data primer yaitu dokumen (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
57 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021). Adapun sumber data sekunder dalam
penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya,
penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang tujuannya
untuk mengumpulkan data tentang jabatan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57
tahun 2021.

Teknik analisis data menggunakan content analysis. Menurut Strauss dan Corbin
dalam (Muhammad, 2018) menuturkan bahwa content analysis adalah proses menguraian
data, pengkonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Sehingga dalam
menganalisis jabatan pengawas sekolah dalam dokumen peraturan pemerintah nomor 57
tahun 2021 melalui pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif.
Penelitian ini menekankan untuk menemukan jawaban terkait posisi jabatan pengawas

sekolah dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Posisi Jabatan Pengawas Sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021
Berdasarkan hasil studi kepustakaan terhadap (Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021) tidak ditemukan
jabatan pengawas sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 30 ayat 3 menerangkan
bahwa Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan; pemimpin perguruan tinggi; komite sekolah
atau madrasah; pemerintah pusat; dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
Fungsi pengawasan pada pendidikan formal tidak lagi diserahkan pada jabatan
pengawas sekolah sebagaimana yang sangat jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah
nomor 19 tahun 2005 pasal 39 yaitu “Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan

oleh pengawas satuan pendidikan”.
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Terkait penghapusan posisi jabatan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah
nomor 57 tahun 2021 Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dan Persatuan Guru
Republik Indonesia sudah menyurati Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan dan
memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
(APSI, 2021) merekomendasikan 1) Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini
Kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah 57 Tahun
2021 pada pasal 30 ayat (3) dan mencantumkan pengawas sekolah dan madrasah satuan
Pendidikan; 2) Mengusulkan kepada Kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk
melibatkan pengawas sekolah dan madrasah melalui organisasi profesi Asosiasi
Pengawas Sekolah Indonesia untuk diikutkan dalam merancang turunan Peraturan
Pemerintah 57 Tahun 2021 khususnya pasal 24 dalam menyusun Permendikbud tentang
Tenaga Kependidikan; 3) Menganjurkan kepada Kemendikbud untuk melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan mulai dari Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Peraturan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tenaga Kependidikan.

Kedua, rekomendasi terkait pengawas sekolah mengusulkan supaya kehadiran
Pengawas Sekolah dan Penilik dikembalikan posisinya dalam rencana Peraturan
Pemerintah perubahan tentang SNP karena hal tersebut merupakan amanat UU No 20
tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya bagian Pengawasan pada
BAB XIX pasal 66, dan PP No 19 tahun 2003, PP No 32 tahun 2013 yang selanjutnya
diganti dengan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 yang akan direvisi.

Posisi jabatan pengawas sekolah di satuan pendidikan merupakan bagian dari sistem
penjaminan mutu pendidikan Nasional. Adapun Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021
tentang standar nasional pendidikan hanya menyebutkan kepala satuan pendidikan;
pemimpin perguruan tinggi; komite sekolah/madrasah; pemerintah pusat; dan/atau
pemerintah daerah pada pasal 30 ayat 3 jelas tidak ditemukan pengawas sekolah sebagai
bagian dari yang melakukan pengawasan pada kegiatan pendidikan. Hal ini dinilai
bertentangan dengan beberapa peraturan yang masih berlaku, misalnya (Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, 2010) dan
(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12, 2007) bahkan (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat
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Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 2003) Tentang Sistem Pendidikan
Nasional khususnya bagian Pengawasan pada BAB XI1X pasal 66.

Guru dan pengawas sekolah atau madrasah adalah profesi yang berada pada karir
jabatan fungsional. Perubahan jabatan fungsional guru menjadi jabatan fungsional
pengawas sekolah dan madrasah dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat
tertentu sebagai bagian dari proses promosi. Sehingga dapat dikatakan menjadi pengawas
sekolah dan madrasah merupakan pengembangan karir guru sebagai bentuk promosi
jabatan atas kinerja sebagai pendidik selain pencapaian pangkat tertinggi dengan
terpenuhinya angka kredit (Rachmawati, 2019)

Pengawas sekolah menjadi tokoh kunci dalam meningkatkan kemampuan guru
terutama dalam proses pembelajaran. Tidak semua orang bisa menjadi pengawas sekolah,
karena seseorang yang menjabat sebagai pengawas sekolah satuan pendidikan sudah
pernah menjabat sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah
sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan
pendidikan yang dibinanya. Selain itu, seorang pengawas juga harus memiliki sertifikat
pendidikan fungsional, memiliki wawasan luas berkaitan dengan proses pembelajaran,
dan juga telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kedinasan pada bidang
pengawasan sekolah serta mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
(Rahmah, 2018)

Menjadi pengawas sekolah merupakan karir puncak bagi guru. Sehingga dalam
konteks penghapusan pengawas sekolah, menurut (Mustakim, 2021) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu memastikan bahwa kepala sekolah dan
komite sekolah dapat menjalankan pengawasan pendidikan dengan baik. Di sisi lain,
pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar sudah
berjalan di atas prinsip good governance.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan juga menurut (Mustakim, 2021) perlu
membuat peta jalan percepatan perbaikan mutu pendidikan nasional terlebih dahulu,
sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sebelum membongkar standar pendidikan
nasional yang sudah ada. Perubahan standar pendidikan nasional baru bisa dilakukan
setelah peta jalan tersebut dievaluasi dan dinyatakan telah tercapai. Namun karena

Peraturan Pemerintah ini sudah terlanjur diterbitkan, pemerintah harus mampu
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meyakinkan masyarakat bahwa Peraturan Pemerintah ini benar-benar dapat
diimplementasikan dengan baik.
Berbeda dangan Mustakim, Ketua umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Agus Sukoco menurutnya janggal jika nantinya pelaksanaan pendidikan yang transparan
dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan
diatur oleh kepala satuan pendidikan. Terlebih, ada pengawasan dari pemimpin
perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang tertera pada Peraturan Pemerintah tersebut. Padahal dalam regulasi
sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintan Nomor 19 tahun 2005 sebagai acuan dari
Peraturan Pemerintah tersebut sudah jelas dikatakan bahwa pengawasan pada pendidikan

formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. (Ilham Pratama, 2021)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga simpulan. Pertama, berdasarkan
hasil riset pustaka terhadap Peraturan Pemerintan nomor 57 tahun 2021 tidak ditemukan
secara jelas posisi jabatan pengawas sekolah. Kedua, berdasarkan hasil riset ditemukan
ada pengawasan namun bukan dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Ketiga, Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan revisi terhadap
Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 mencantumkan kembali jabatan pengawas
sekolah sebagai pengawas di satuan pendidikan. Mengingat posisi pengawas sekolah
merupakan posisi kunci yaitu sebagai pelaksana teknis fungsional di satuan pendidikan
terhadap pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.

Jabatan pengawas sekolah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah nomor 57 tahun 2021. Hal ini berdampak pada respon dari berbagai pihak
misalnya Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia
dan khususnya pengawas sekolah untuk tetap diakui fungsi kepengawasannya. selain itu,
tidak adanya pengawas sekolah sebagai jabatan pengawas sekolah disatuan pendidikan
masih bertentangan dengan beberapa peraturan. Sehingga, langkah yang tepat adalah
Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia perlu menghadirkan
kembali jabatan pengawas secara jelas (merevisi Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun
2021) dan secara berkelanjutan meningkatkan mutu pengawas sekolah melalui Asosiasi

Pengawas Sekolah Indonesia.
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Pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan selama ini dilakukan
oleh pengawas sekolah. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021,
fungsi pengawasan dilakukan kepala satuan pendidikan; pemimpin perguruan tinggi;
komite sekolah/madrasah; pemerintah pusat; dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain, belum ada prosedur,
peraturan, dan jaminan mutu lebih baik fungsi pengawasannya apabila tidak dilakukan

oleh pengawas sekolah.
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